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ABSTRAK 

 

Adisri Ajiana Pertala “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Obat 

Keras Tertentu Hubungannya Dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi di Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Jabar)” 

 

Obat Keras Tertentu (OKT) yang juga disebut dengan golongan Obat 

Daftar G (dari kata Gevaarlijk yang berarti berbahaya) hanya dapat diserahkan 

oleh apotek dan harus disertai dengan resep dokter. Ketentuan tersebut bertujuan 

mencegah penggunaan yang salah ataupun penyalahgunaan obat golongan ini. 

Saat ini penyalahgunaan obat keras tertentu semakin meningkat, hal ini 

menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Jabar belum maksimal sehingga kasus peredaran gelap obat keras 

tertentu mengalami peningkatan. Data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda 

Jabar menunjukkan peredaran gelap obat keras tertentu yang telah ditangani pada 

tahun 2017, 2 kasus dengan 3 orang tersangka. Tahun 2018, 4 kasus dengan 5 

orang tersangka. Dan pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Agustus sebanyak 7 kasus dengan 7 orang tersangka. Berdasarkan data tersebut 

bahwa saat ini penyalahgunaan obat keras semakin meningkat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya 

peningkatan peredaran gelap obat keras tertentu, serta menemukan konsep 

kebijakan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse 

Narkoba Polda Jabar terhadap pelaku peredaran gelap obat keras tertentu. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penegakan hukum secara 

pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai 

hukum materil yaitu untuk menegakan hukum itu sendiri. Untuk tata cara 

penegakan hukum nya diatur dalam kitab yang terpisah yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil 

untuk menegakan KUHP. Seiring perkembangan zaman KUHP dirasa kurang 

mewadahi setiap kepentingan perkara hukum yang berkaitan dengan kasus 

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Maka dari itu pemerintah membuat 

Undang-Undang yang khusus untuk menangani setiap kasus perkara tersebut. 

Seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. Undang-Undang tersebut dibuat khusus untuk menangani  kasus 

perkara yang berhubungan dengan pelanggaran dan kejahatan dibidang kesehatan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin maraknya 

peredaran gelap obat keras tertentu di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, faktor ekonomi yang 

lemah, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan di masyarakat, 

pengawasan dari Kepolisian dan BPOM yang belum maksimal, ketidaksadaran 

masyarakat akan bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan obat keras tertentu, 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang obat keras tertentu. Konsep kebijakan 

yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dilakukan melalui 

upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). 


